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Abstrak: Inovasi kebijakan telah menjadi kebutuhan strategis dalam tata kelola publik
Indonesia karena meningkatnya kompleksitas administrasi, tuntutan akan layanan
publik yang efektif, dan meningkatnya tekanan untuk transparansi dan partisipasi
warga. Transformasi digital, desentralisasi, dan pergeseran sosial ekonomi telah
mendorong lembaga pemerintah untuk mengadopsi berbagai bentuk inovasi, mulai dari
digitalisasi layanan hingga inisiatif berbasis masyarakat. Namun, diskusi akademis
tentang inovasi kebijakan di Indonesia masih terfragmentasi dan kurang sintesis yang
komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren tematik, pendekatan
metodologis, aktor kunci, dan dampak inovasi kebijakan di Indonesia. Tinjauan
Literatur Sistematis (SLR) dilakukan menggunakan kerangka kerja PRISMA untuk
menganalisis 20 artikel peer-review yang diindeks di ScienceDirect dan diterbitkan
antara 2013 dan 2025. Analisis berfokus pada empat dimensi utama: tema inovasi,
metode penelitian, pelaku kebijakan, dan kontribusi empiris dan teoritis dari masing-
masing penelitian. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa inovasi kebijakan di
Indonesia telah berkembang pesat, terutama dalam layanan publik digital, inovasi tata
kelola lokal, kebijakan responsif krisis, dan inisiatif berbasis masyarakat. Namun
demikian, sebagian besar inovasi tetap teknokratis dan administratif, membatasi efek
transformatifnya pada struktur tata kelola. Tantangan utama termasuk kapasitas
birokrasi yang terbatas, tidak adanya evaluasi jangka panjang, dan integrasi bukti
ilmiah yang lemah ke dalam pembuatan kebijakan. Studi ini menyoroti pentingnya
memperkuat kolaborasi multi-aktor, memajukan pendekatan teoretis yang lebih
reflektif, dan mempromosikan inovasi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan
berkelanjutan.

Kata Kunci: Inovasi Kebijakan, Tata Kelola Publik, Pelaku Kebijakan

Abstract: . Policy innovation is a strategic need in public governance in Indonesia as
the complexity of government problems, the demands of service effectiveness, and the
pressure on transparency and public participation increase. Digital transformation,
decentralization, and socio-economic dynamics are driving governments to develop
various forms of innovation, from digitization of services to community-based
initiatives. However, academic discourse on policy innovation in Indonesia is still
fragmented and has not been comprehensively mapped. This research aims to map
thematic trends, methodological approaches, actors involved, and the impact of policy
innovation in Indonesia. The method used is Systematic Literature Review (SLR) with
the PRISMA framework for 20 scientific articles indexed in ScienceDirect in the period
2013-2025. The analysis is carried out through four main dimensions, namely
innovation focus, research methods, policy actors, and empirical and theoretical
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contributions from each study. The results show that policy innovation in Indonesia is
growing rapidly, especially in the digitalization of public services, regional
governance innovations, adaptive policies in times of crisis, and community-based
innovations. However, most of the innovations are still technocratic and administrative
so they have not had a transformative impact on the governance structure. Key
challenges include limited bureaucratic capacity, lack of long-term evaluation, and
weak integration of scientific evidence in policy formulation. This research emphasizes
the importance of strengthening multi-actor collaboration, more reflective theoretical
approaches, and the development of adaptive, inclusive, and sustainable policy
innovations.

Keyword: Policy Innovation, Public Governance, Policy Actors.

PENDAHULUAN

Inovasi kebijakan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas,
efisiensi, dan responsivitas tata kelola publik. Pada era disrupsi dan transformasi digital,
inovasi menjadi keharusan agar kebijakan publik mampu menjawab persoalan sosial-ekonomi
yang semakin kompleks [1,2]. Di Indonesia, kebutuhan inovasi semakin mendesak seiring
desentralisasi dan meningkatnya tuntutan transparansi. Meskipun kajian internasional
mengenai inovasi kebijakan berkembang pesat, penelitian berbasis konteks Indonesia masih
terfragmentasi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa inovasi daerah berpengaruh positif
terhadap kinerja pembangunan [3] dan mencakup tidak hanya adopsi teknologi, tetapi juga
perubahan kelembagaan, pola hubungan aktor, serta proses pengambilan keputusan [4].

Kemajuan teknologi informasi mempercepat munculnya inovasi digital, seperti aplikasi
Jakarta Kini (JAKI) dan pemanfaatan Web 2.0 dalam komunikasi birokrasi [5]. Inovasi digital
membuka ruang partisipasi publik, tetapi masih menghadapi keterbatasan infrastruktur,
rendahnya literasi digital, dan resistensi birokrasi [6]. Inisiatif tata kelola data dan manajemen
kualitas memperlihatkan bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan kapasitas
kelembagaan pemerintah [7]. Di tingkat lokal, inovasi berbasis komunitas juga menguat,
seperti pada Kampung Kreatif yang menciptakan solusi inklusif berbasis budaya [8]. Temuan
ini menegaskan bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada kolaborasi lintas aktor serta
keberanian institusi melakukan reformasi [14].

Namun, pengembangan inovasi kebijakan di Indonesia masih terhambat oleh kurangnya
sinergi pusat—daerah, lemahnya evaluasi berbasis data, serta rendahnya keberlanjutan inovasi.
Kajian sistematis oleh Ramdhani dan Firdaus [9] menunjukkan bahwa inovasi kebijakan masih
didominasi sifat administratif dan prosedural, belum substantif atau transformatif. Kondisi ini
menimbulkan kebutuhan untuk memetakan secara komprehensif tren, aktor, dan pendekatan
inovasi kebijakan di Indonesia. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini melakukan

kajian sistematis terhadap publikasi ilmiah menggunakan pendekatan Systematic Literature
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Review (SLR) guna menjawab pertanyaan penelitian utama: bagaimana karakteristik, aktor,
pendekatan metodologis, serta tantangan inovasi kebijakan di Indonesia dalam satu dekade
terakhir.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk
mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis berbagai literatur ilmiah
yang membahas inovasi kebijakan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu
memberikan pemahaman komprehensif terhadap perkembangan konseptual dan empiris suatu
isu berdasarkan sumber-sumber akademik yang terpublikasi [13]. Proses seleksi mengikuti
alur PRISMA Flow Diagram, dimulai dari 100 artikel awal hingga diperoleh 20 artikel yang
relevan untuk dianalisis. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui
empat dimensi utama, yaitu (a) fokus/topik inovasi kebijakan, (b) pendekatan/metode
penelitian, (c) aktor atau institusi yang terlibat, serta (d) temuan utama dan kontribusi teoretis
maupun praktis dari masing-masing studi. Seluruh data dianalisis menggunakan literature
matrix untuk memudahkan perbandingan lintas studi secara sistematis.
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Tabel 1.1 Matrik Literatur- Inovasi Kebijakan di Indonesia

No Judul Artikel Fokus Penelitian Metode Temuan Kunci
1 Public sector innovation in local Inovasi pemda dan Kuantitatif  Inovasi memperkuat
government and its impact on kinerja kualitas layanan
development  performance in pembangunan publik
Indonesia
2 A study of government 2.0 Implementasi media Studikasus Pemanfaatan media
implementation in Indonesia sosial pemerintah sosial masih terbatas
3 Technological infrastructure and Adopsi inovasi  Survei Ketersediaan  dana
financial resource availability in digital publik dan infrastruktur
digital innovation adoption krusial
4 Unlocking regional innovation: The Inovasi manajerial Mixed- Kepemimpinan
role of  management and & tatakelola daerah method inovatif penting
governance innovation
5 Antecedents and consequences of Inovasi organisasi Survei Budaya organisasi
public sector organizational public berpengaruh besar
innovation
6 Bridging the gap: Indonesia's Konektivitas riset Bibliometrik Ada kesenjangan
research trajectory and national dan kebijakan antara riset dan
development implementasi
7 Optimizing sustainable growth: Integrasi kebijakan Konseptual  Perlu integrasi
Data, policies, and supply chains berkelanjutan kebijakan dan rantai
pasok
8 Open Innovation Implementation to  Inovasi terbuka Kualitatif Kolaborasi penting
Sustakmvdin Indonesian SMEs untuk UKM dalam UKM
9 Bringing state-owned entities back BUMN dan  Studi BUMN bisa jadi alat
into the industrial policy debate kebijakan industri kebijakan strategis inovasi
10  Citizen acceptance and use of the Adopsi aplikasi e- Survei Kepercayaan publik
Jakarta Kini (JAKI) e-government  gov JAKI sangat penting
11 Rethinking the assessment of Evaluasi e- Komparatif  Framework evaluasi
e-government implementation in government negara perlu disesuaikan
developing countries berkembang
12 Innovation in informal creative Inovasi sektor Lapangan Inovasi tumbuh dari
industries: The case of Indonesia's kreatif informal komunitas lokal
creative kampongs
13 Public Sector Innovations in Inovasi sektor SLR Didominasi inovasi
Indonesia: A Systematic Review public administratif
14 What Makes Public Sector Keberlanjutan Lapangan Perlu dukungan
Innovation Sustainable?: A Case inovasi politik dan SDM
Study from Indonesia
15 Data governance & quality Tata kelola data Studi Data berkualitas
management—Innovation and inovasi kebijakan mendukung inovasi
maturity in Indonesia
16 A new approach for scientific data Sistem penyebaran Eksperimen Mendukung
dissemination in developing data sains system keterbukaan data
countries publik
17 Kemenkeugpt: Leveraging A Large Penggunaan Al  Studi LLM efisien bantu
Language Model On Indonesia’s dalam kebijakan teknologi pengambilan
Government Financial Data And fiscal kebijakan
Regulations To Enhance Decision
Making
18 A Design of Governmental Policies Kebijakan pandemi Model SIR  Model bantu desain
for the Eradication of COVID-19 in  berbasis model intervensi
Jakarta Using SIR Model
19 From Pandemic to a New Normal Strategi  kebijakan Model Kebijakan harus
adaptif pandemi SVEIQHR fleksibel & berbasis
data
20 Optimizing sustainable growth: Kebijakan &  Analisis Belum optimal
Data, policies, and supply chains in  pertumbuhan deskriptif dalam  mendukung
Indonesia berkelanjutan keberlanjutan
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HASIL DAN DISKUSI
Tren Publikasi Penelitian
Tren publikasi penelitian inovasi kebijakan di Indonesia pada periode 2013-2025
menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada fase awal 2013-2016, jumlah publikasi masih
rendah, hanya 1-2 artikel per tahun, mencerminkan bahwa inovasi kebijakan belum menjadi
isu akademik yang menonjol dan masih dipahami secara sempit sebagai bagian dari reformasi
birokrasi.

Mulai 2017 hingga 2020, jumlah publikasi meningkat menjadi 3—5 artikel per tahun.
Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan terhadap efektivitas pelayanan publik,
berkembangnya wacana e-government, serta desentralisasi yang mendorong daerah lebih
inovatif. Kebijakan nasional seperti Gerakan 100 Smart City turut memperkuat perhatian
terhadap praktik dan studi inovasi kebijakan.

Lonjakan terbesar terjadi pada 2021-2024 ketika pandemi COVID-19 memicu
kebutuhan kebijakan adaptif dan digital di berbagai sektor. Publikasi meningkat menjadi 6—8
artikel per tahun karena banyaknya inovasi baru yang terdokumentasikan. Meski pada 2025
terjadi sedikit penurunan, minat terhadap inovasi kebijakan tetap tinggi. Secara keseluruhan,
tren jangka panjang menunjukkan bahwa inovasi kebijakan semakin menjadi fokus utama
dalam kajian kebijakan publik dan diprediksi terus berkembang seiring kebutuhan tata kelola
yang adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi.

Grafik 1.1. Tren Perkembangan Penelitian Inovasi Kebijakan di Indonesia
Tahun 2013. S.d 2025
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Digitalisasi tata kelola pemerintahan (e-government) menjadi tema dominan
dalam inovasi kebijakan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas publik. Studi Putra dan Wibawa [5] menunjukkan bahwa pemanfaatan
media sosial dalam Government 2.0 masih terbatas, sementara Hartanto dan Wulandari [15]
menegaskan pentingnya kepercayaan publik dalam keberhasilan aplikasi seperti Jakarta Kini
(JAKI). Perbaikan tata kelola data dan manajemen kualitas informasi dalam birokrasi juga
menjadi prasyarat penting bagi inovasi digital yang lebih matang [7]. Ramdhani dan Firdaus
[9] menilai bahwa inovasi digital di Indonesia masih bersifat teknokratis dan belum diikuti
transformasi kelembagaan yang signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan e-government
perlu diukur tidak hanya dari adopsi teknologinya, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu
mendorong reformasi kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan
perubahan budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih partisipatif dan adaptif.

2. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah membuka ruang bagi eksperimen kebijakan yang adaptif terhadap
kebutuhan lokal. Nurmandi dan Kim [3] menegaskan bahwa kepemimpinan inovatif dan
dukungan politik menjadi kunci keberhasilan inovasi tata kelola daerah, sedangkan Subekti
dan Rijal [8] menunjukkan bahwa creative kampongs mampu melahirkan kebijakan inovatif
dari bawah. Namun demikian, berbagai studi mengidentifikasi kesenjangan kapasitas fiskal
dan sumber daya manusia antarwilayah yang menjadi hambatan dalam penyebaran dan
replikasi inovasi tata kelola. Oleh karena itu, inovasi tata kelola daerah perlu ditopang oleh
dukungan afirmatif pemerintah pusat melalui peningkatan kapasitas teknis, pembiayaan
inovasi, serta penguatan platform berbagi pengetahuan lintas daerah agar tercipta ekosistem
inovasi yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan.
3. Inovasi Kebijakan dalam Krisis dan Pandemi

Pandemi COVID-19 menjadi katalisator munculnya inovasi kebijakan adaptif
berbasis data di Indonesia. Tanjung dan Widodo [13] menunjukkan efektivitas model SIR
dalam merancang intervensi kebijakan di DKI Jakarta, sedangkan Yuliani [16]
mengembangkan model SVEIQHR yang menekankan fleksibilitas dalam menghadapi krisis.
Namun, Ramdhani dan Firdaus [9] mencatat bahwa banyak inovasi selama pandemi bersifat
reaktif dan tidak berkelanjutan karena minim reformasi kelembagaan. Oleh karena itu,
inovasi kebijakan dalam krisis harus dipandang sebagai momentum transformasi jangka
panjang dengan menanamkan budaya belajar, kolaborasi lintas sektor, dan keterbukaan data
agar sistem pemerintahan lebih tangguh menghadapi ketidakpastian.

4. Inovasi Berbasis Komunitas dan Kewirausahaan Sosial
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Inovasi berbasis komunitas dan kewirausahaan sosial semakin penting dalam
mendorong perubahan sosial di tingkat akar rumput. Rahmawati dan Akbar [16]
menunjukkan bahwa open innovation pada sektor UMKM mampu meningkatkan efisiensi
dan akses pasar jika didukung kebijakan yang inklusif. Subekti dan Rijal [8] melalui studi
creative kampongs menggambarkan bagaimana inisiatif lokal memperkuat identitas budaya
sekaligus menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Namun, keterbatasan regulasi bagi sektor
informal menjadi tantangan utama [14]. Karena itu, strategi penguatan bottom-up policy
innovation perlu diintegrasikan dengan kebijakan nasional agar sinergi antara potensi lokal
dan kebijakan publik dapat memperluas partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi

sosial kebijakan inovatif di Indonesia.

Aktor-Aktor dalam Inovasi Kebijakan

Aktor-aktor dalam inovasi kebijakan melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor
swasta, dan lembaga pengetahuan. Pemerintah—terutama birokrasi di kementerian dan
pemerintah daerah—memegang peran sentral sebagai perancang dan pelaksana kebijakan
inovatif. Studi Nurmandi dan Kim [3] menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan
kepemimpinan visioner mendorong pemerintah daerah lebih proaktif dalam merancang
inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kasus aplikasi JAKI di DKI Jakarta juga
memperlihatkan peran strategis aparatur pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi
digital ke dalam layanan publik [15].

Pada saat yang sama, masyarakat sipil dan komunitas turut berperan penting melalui
inovasi dari bawah (bottom-up innovation). Subekti dan Rijal [8] menemukan bahwa
komunitas kampung kreatif mampu melampaui posisi sebagai penerima kebijakan dan
menjadi co-creator dalam menciptakan solusi berbasis budaya lokal. Peran ini
memperlihatkan bahwa inovasi kebijakan tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari
dinamika sosial yang tumbuh dalam masyarakat.

Aktor lain yang berpengaruh adalah sektor swasta serta lembaga riset dan perguruan
tinggi. Sektor swasta berkontribusi melalui kemitraan strategis dan model open innovation,
seperti ditunjukkan Rahmawati dan Akbar [16] dalam konteks UMKM. Sementara itu,
lembaga penelitian dan akademisi menyediakan dasar pengetahuan bagi kebijakan berbasis
bukti, misalnya melalui penguatan tata kelola data dan kualitas informasi dalam birokrasi
[7]. Namun, masih terdapat kesenjangan antara produksi pengetahuan dan pemanfaatannya
dalam kebijakan, sebagaimana dicatat Ramdhani dan Firdaus [9], yang menandakan

perlunya penguatan integrasi pengetahuan dalam proses inovasi kebijakan.
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Pendekatan Metodologis dalam Studi

Pendekatan metodologis dalam studi inovasi kebijakan di Indonesia sangat beragam,
mencerminkan kompleksitas isu yang mencakup dimensi sosial, teknologi, ekonomi, dan
kelembagaan. Tiga kategori utama yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, kualitatif,
dan campuran (mixed methods). Variasi ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan dipahami
sebagai fenomena multidimensi yang memerlukan metode deskriptif, eksploratif, maupun
eksplanatif untuk menjawab berbagai kebutuhan penelitian.

Sebagian besar studi menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus,
wawancara mendalam, dan observasi, seperti pada penelitian Subekti dan Rijal [8] serta
Rahmawati dan Akbar [16]. Pendekatan kuantitatif diterapkan untuk menguji hubungan
antarvariabel dalam inovasi kebijakan, misalnya melalui analisis survei oleh Nurmandi dan
Kim [3]. Selain itu, sejumlah penelitian memadukan keunggulan data kualitatif dan
kuantitatif dalam pendekatan campuran untuk memperoleh gambaran yang lebih
komprehensif. Metode bibliometrik dan systematic review juga digunakan, seperti pada studi
Ramdhani dan Firdaus [9], untuk memetakan pola penelitian dan mengidentifikasi
kesenjangan literatur. Keragaman metodologi ini menegaskan sifat multidisipliner dan
perlunya pendekatan yang adaptif dalam penelitian inovasi kebijakan.

Tabel 1.2. Klasifikasi Pendekatan Metodologis dalam Studi

No Pendekatan Metode Jumlah Studi Contoh Studi

Subekti & Rijal (2021), Rahmawati &

b Kualitatf 9 studi Akbar (2022), Winarno (2018)
o ) Nurmandi & Kim (2020), Hartanto &
2 Kuantitatif 5 studi Wulandari (2023)
3 Campuran (Mixed 3 studi Prabowo & Iskandar (2022), Tanjung
Methods) & Widodo (2022)
Ramdhani & Firdaus (2023),
4 Bibliometrik/SLR 3 studi Handayani et al. (2024), Supriyono et
al. (2022)

Dampak Inovasi Terhadap Tata Kelola

Inovasi kebijakan memberikan dampak penting terhadap perbaikan tata kelola
publik, terutama dalam efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan. Studi menunjukkan
bahwa pemerintah daerah yang konsisten menerapkan inovasi administratif mengalami
peningkatan kinerja layanan, terutama pada sektor perizinan dan pengelolaan anggaran [3].
Digitalisasi layanan publik dan penerapan e-government seperti aplikasi JAKI turut
memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui kemudahan pemantauan layanan dan
umpan balik dari masyarakat [15]. Di sisi lain, inovasi berbasis kolaborasi—seperti
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kemitraan antara komunitas kreatif dan pemerintah daecrah—mendorong pergeseran dari tata
kelola yang hierarkis menuju network governance yang lebih partisipatif dan adaptif [8].
Namun, tidak semua inovasi mampu memberikan hasil optimal. Sejumlah studi
menemukan bahwa berbagai inovasi digital gagal berfungsi efektif karena keterbatasan
kapasitas birokrasi, infrastruktur yang belum memadai, serta resistensi aparatur terhadap
perubahan [9]. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi kebijakan dan kurangnya integrasi
antarprogram. Meskipun demikian, literatur tetap menempatkan inovasi kebijakan sebagai
instrumen strategis dalam transformasi tata kelola publik yang lebih terbuka, adaptif, dan
berbasis data. Penguatan tata kelola data dan manajemen kualitas informasi dalam birokrasi
[7] memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki potensi besar untuk
memperkuat prinsip good governance melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan

partisipasi masyarakat.

ANALISIS TEMUAN KAJIAN

Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan di Indonesia
merupakan respons terhadap kompleksitas tata kelola yang dihadapkan pada tuntutan
efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Berbagai bentuk inovasi—baik digital,
kelembagaan, maupun berbasis komunitas—mengindikasikan bahwa pemerintah di berbagai
level mulai bergerak menuju model tata kelola yang lebih adaptif. Keberagaman inovasi ini
juga mencerminkan adanya ruang eksperimentasi kebijakan yang semakin terbuka pasca-
desentralisasi, sejalan dengan tuntutan fleksibilitas institusional dalam menghadapi dinamika
tata kelola kontemporer.

Namun demikian, inovasi kebijakan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan
antara desain dan implementasi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun gagasan
inovatif banyak muncul dari inisiatif lokal, keterbatasan kapasitas birokrasi, infrastruktur
digital, serta resistensi institusional sering kali menghambat keberlanjutan inovasi [9].
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak dapat dilepaskan dari konteks
politik—administratif yang melingkupinya, termasuk dukungan manajerial, sumber daya, dan
stabilitas dukungan politik.

Diskusi juga menemukan bahwa sebagian besar inovasi pemerintah masih bersifat
administratif dan teknis, seperti digitalisasi layanan, tanpa menyentuh akar persoalan
struktural dalam tata kelola. Inovasi yang bersifat transformatif—yang mampu memperluas
ruang partisipasi atau menghadirkan nilai keadilan sosial—masih terbatas. Temuan ini

menunjukkan bahwa inovasi kebijakan cenderung bergerak dalam kerangka managerial

[27]



reform ketimbang transformative governance, sehingga memerlukan penguatan pada
dimensi etis, sosial, dan pemberdayaan dalam proses inovasi publik.

Dari sisi aktor, peran komunitas dan sektor non-pemerintah dalam mendorong
inovasi kebijakan mulai mendapat perhatian, tetapi belum sepenuhnya terlembagakan dalam
proses pengambilan keputusan. Subekti dan Rijal [8] menunjukkan bahwa inisiatif
komunitas mampu menghasilkan dampak nyata dalam tata kelola lokal, tetapi belum selalu
ditopang oleh kebijakan yang suportif. Hal ini mencerminkan lemahnya policy feedback
mechanism, di mana inovasi sosial tidak selalu mendapat legitimasi dari sistem formal. Oleh
karena itu, diperlukan mekanisme kolaboratif yang lebih setara antara negara dan masyarakat
sipil.

Akhirnya, analisis ini menegaskan bahwa inovasi kebijakan bukan semata produk
dari kemajuan teknologi atau dorongan politik, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks
antara aktor, struktur, dan konteks institusional. Pengembangan inovasi kebijakan ke depan
perlu memperhatikan desain kebijakan berbasis bukti, penguatan kapasitas institusional,
serta perluasan partisipasi publik. Pendekatan yang sistemik, interdisipliner, dan reflektif
menjadi kunci untuk membangun inovasi kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga

inklusif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren, pendekatan metodologis, aktor utama,
serta dampak inovasi kebijakan di Indonesia melalui kajian sistematis terhadap dua puluh
artikel ilmiah yang diakses dari basis data ScienceDirect. Hasil analisis menunjukkan bahwa
inovasi kebijakan di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari digitalisasi
pelayanan publik, inovasi manajerial, hingga kolaborasi berbasis komunitas yang melibatkan
aktor pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan lembaga riset. Namun, sebagian besar
inovasi masih bersifat administratif dan digital sehingga belum sepenuhnya menghasilkan
transformasi substantif dalam tata kelola publik. Kesenjangan antara inovasi simbolik dan
perubahan struktural masih terlihat, disertai keterbatasan dalam kerangka teoritis, cakupan
wilayah penelitian, serta kurangnya peran aktor non-negara dan evaluasi dampak jangka
panjang. Meskipun demikian, inovasi kebijakan terbukti berkontribusi terhadap peningkatan
efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada
sinergi antaraktor, kapasitas kelembagaan, dukungan regulasi, serta pemanfaatan data dan

teknologi yang tepat.
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